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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sejarah perpolitikan nasional tidak terlepas dari dinamika-dinamika politik lokal yang menjadi refleksi wajah politik nasional bangsa Indonesia, yang  memiliki sejumlah keunikan yang tidak cukup hanya dengan  melalui pendekatan formal, karena melibatkan jaringan-jaringan informal termasuk diantaranya relasi antara jawara dan penguasa. untuk itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat secara bersamaan memahami relasi kekuasaan informal dengan relasi kekuasaan formal.

Provinsi Banten terbentuk pada bulan Oktober tahun 2000. Seiring dengan ditetapkannya UU No.23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, wilayah administratif Provinsi Banten meliputi Tangerang, Pandegelang, Serang, Lebak dan Cilegon. Sementara itu ibu kota pemerintahan Banten terletak di Serang. Dari sisi karakteristik sosial, Banten memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan adanya keberadaan sosok jawara yang sangat berpengaruh, tidak hanya dalam kehidupan sosial masyarakat tetapi juga ekonomi dan politik.
Jawara kini tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat semata. Tetapi juga turut berperan serta dalam pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Banten. Peranan jawara dalam pemerintahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Hidayat dalam Nordhot S, Henk dan Gery Van Klinken (2004:278) hubungan antara penyelenggara pemerintahan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan dalam pemerintahan disebut atau lebih dikenal dengan Shadow Goverenment. Pertumbuhan dan perkembangan Shadow Goverenment itu sendiri dikarenakan terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal (Negara), dan pelaku-pelaku atau aktor-aktor  Shadow Goverenment itu sendiri tidak lain ialah para penyelenggara pemerintahan serta aktor-aktor lain yang berada di masyarakat salah satunya Jawara.

Keberadaan jawara di Provinsi Banten hampir tersebar diseluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Tangerang. Memang, keberadaan jawara di Kabupaten Tangerang tidak semencolok seperti di wilayah-wilayah di Provinsi Banten lainnya. Namun, dengan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh jawara, hal tersebut menunjukan adanya eksistensi jawara di Kabupaten Tangerang. Sama halnya dengan Kyai-kyai yang mendirikan pesantren sebagai tempat para santri menimba ilmu pengetahuan agama islam, demikian pula dengan jawara yang mendirikan padepokan-padepokan untuk mengajarkan ilmu-ilmu persilatan kepada muridnya.

Jawara merupakan suatu fenomena budaya dan politik yang menarik bagi peneliti. Dimana, jawara kini tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat dan mengayomi masyarakat, peranan jawara telah bergeser ke ranah politik dan ekonomi, seperti yang terjadi  di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,  Provinsi Banten. Seperti yang dikemukakan oleh Madsupi ( __:66-70), peranan jawara kini telah bergeser dari pengayom masyarakat menjadi alat legitimasi kekuasaan ataupun pencari rente-rente ekonomi. jawara merupakan bentuk lain dari kepemimpinan formal dalam masyarakat Banten.
Para jawara yang secara alamiah memang menyukai panggung, sehingga penguasapun mencoba mengambil hati dan menempatkannya  sebagai agen pemerintah, dengan iming-iming pembagian kue ekonomi berupa proyek-proyek pembangunan ataupun peluang usaha, mereka digiring untuk menjadi bagian dalam proses represi terhadap masyarakat.  sebagian jawara yang tergiur iming-iming tersebut, kemudian mereka menjadi pemegang panji terdepan dalam rangka pengumpulan masa serta pemenangan tujuan-tujuan politik penguasa. Sebagian jawara surut ke belakang memilih peran hanya sekedar  sebagai guru silat maupun petani seperti masyarakat pada umumnya.

Keberadaan Jawara di Desa Pasir Nangka masih cukup dominan dalam kehidupan masyarakat. Dimana, karakteristik masyarakat di desa Pasir Nangka masih memegang adat-adat tradisional. Dan yang menjadi pilar utama dalam kehidupan tradisional masyarakat di desa Pasir Nangka selain Kyai adalah Jawara. Dimana peranan dan kedudukan jawara masih sangat dihormati dan disegani bukan hanya karena kemampuan fisik dan kemampuan magis-nya, melainkan juga karena sosok jawara yang karismatik masih melekat dalam masyarakat sehingga tidak jarang tokoh-tokoh masyarakat seperti kyai dan jawara seringkali dijadikan sebagai orang yang dituakan atau ‘kokolot’ dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hampir setiap kegiatan kehidupan masyarakat melibatkan kedua pilar tersebut. Begitu juga di bidang politik, salah satunya dalam pemilihan kepala desa. Meskipun para jawara tersebut tidak secara langsung mencalonkan dirinya sebagai kepala desa, tetapi para jawara umumnya bertindak sebagai pendukung salah satu calon yang diunggulkannya.

Keterlibatan jawara dalam pemilihan kepala desa menimbulkan speakulasi mengenai keterkaitan jawara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab bantuan-bantuan yang diberikan kepada calon kepala desa, tentu tidak diberikan secara Cuma-cuma, melainkan ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengingatkan bahwa terdapat dua bahaya pasca pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung yang perlu diantisipasi. Selain bahaya politik uang, bahaya yang kedua yaitu terkait dengan kemungkinan terbentuknya negara atau pemerintahan bayangan dan ekonomi informal kemungkinan munculnya bahaya itu dikemukakan oleh peneliti  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Syarif Hidayat (Http://Kompas.co.id//)
“Apabila (proses PILKADA) sangat syarat di warnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, maka tidak mengherankan jika kemudian setelah terpilih, si kepala daerah memberikan loyalitas kepada klien politik dan klien bisnisnya daripada ke konstituen masyarakat pemilih ”ini disebut sebagai loyalitas multipolar.”
Proses pemilihan yang diwarnai oleh perselingkuhan dan persekongkolan antar elite akan berdampak buruk bagi pemerintahan selanjutnya. Sebab persekongkolan dan perselingkuhan itu tidak gratis. Terdapat perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya fenomena tersebut, maka bahaya yang umum terjadi adalah tumbuh dan berkembangnya institusi atau individu yang memiliki wewenang informal  dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan maupun  dalam implementasi kebijakan.
Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat suatu hubungan saling menguntungkan antara jawara dan calon kepala desa. Dimana kepala desa memperoleh dukungan dari jawara dalam pendanaan dan membantu dalam memobilisasi masa atau  masyarakat untuk mendukungnya dalam pemilihan kepala desa dan jawara pun dapat memperluas ataupun mengukuhkan kekuasaannya di daerah tersebut. Peranan jawara dalam pemilihan kepala desa tidak hanya berupa tenaga dan pikiran tetapi juga dukungan materi, untuk itu sebelum membuat suatu ikatan biasanya kedua belah pihak membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam  kontrak-kontrak tidak tertulis yang bersifat mengikat diantara jawara dan calon/kepala desa yang telah disepakati bersama dan berlaku selama kepala desa itu menjabat. Sedangkan hubungan jawara dan calon kepala desa yang kalah, sebelum terjalinnya hubungan kerja sama terlebih dahulu mereka membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.
Hubungan antara jawara dan calon kepala desa tidak hanya berlangsung pada masa pemilihan kepala desa saja tetapi juga setelah pemilihan kepala desa berakhir, atau bahkan hingga Pemilihan kepala desa berikutnya. Dimana, kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian tidak tertulis namun bersifat mengikat keduanya, misalnya saja pembagian proyek-proyek pembangunan kepada para jawara yang mendukung kepala desa pada masa pemilihan dan juga pembagian rente-rente ekonomi lainnya.
Peranan jawara dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari jaringan-jaringan yang dimiliki oleh jawara yang menarik untuk di telusuri. besarnya peranan jawara dalam pemilihan kepala desa, selain karena keunggulannya dalam kemampuan fisik maupun kebatinan salah satunya juga di pengaruhi oleh kedudukan jawara yang dianggap sebagai elite sosial dalam masyarakat sama halnya seperti kyai yang memiliki kekuasaan informal yang karismatik dan di hormati atau bahkan di takuti oleh masyarakat 

Pembahasan mengenai jawara dan peranan-peranannya dalam masyarakat memang sangat unik dan menarik. Dimana, jawara merupakan suatu karakter yang memberikan nuansa yang berbeda, tidak hanya dari sisi sosial budayanya tetapi juga dalam wajah perpolitikan nasional khususnya di Banten. secara tradisional memang jawara termasuk salah satu pilar utama selain Kyai yang menjadi sumber inspirasi, motivasi dan proses dinamis dalam masyarakat Banten. Hingga saat ini eksistensi keduanya masih dominan dan masyarakat menempatkannya pada posisi yang tinggi, tidak ada aktivitas yang terlepas dari kedua unsur tersebut.

Beranjak dari segala permasalahan di atas maka penelitian mengenai keterlibatan jawara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai imbas dari peranannya dalam pemilihan kepala desa.  Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “ Peranan Jawara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Tahun 2005) “.
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adanya peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005). Baik berupa tenaga maupun materi dalam rangka pemenangan calon kepala desa yang didukungnya.

2. Keterlibatan Jawara dalam pemilihan kepala desa di Desa Pasir Nangka, menimbulkan indikasi adanya peranan jawara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait kesepakatan-kesepakatan yang di buat oleh jawara dan kepala desa pada masa pencalonan kepala desa.

Mengingat permasalahan mengenai penyelenggaraan Pemilihan kepala desa cukup kompleks maka peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu peranan jawara dalam pemilihan kepala desa yaitu mulai dari tahap Tahap Pencalonan Calon Kepala desa hingga tahap Pemungutan Suara.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan dimuka dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi kajian peneliti, yaitu :

1. Bagaimana peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005). serta kesepakatan-kesepakatan apa saja yang di buat antara jawara dan kepala desa terkait peranan jawara tersebut?
2. Bagaimana peranan jawara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Nangka, terkait peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005)?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tentang peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005) adalah :

1. Untuk mengetahui kesepakatan-kesepakatan apa saja yang dibuat oleh jawara dan kepala desa terkait peranan jawara dalam pemilihan kepala desa dan apa peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005).
2. Untuk mengetahui peranan jawara dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait peranannya dalam pemilihan kepala desa di Desa Pasir Nangka, terkait peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005).
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat

teoritis dan manfaat praktis. Yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai politik lokal, psikologi sosial serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna menemukan makna baru mengenai peranan jawara dalam pemerintahan desa  terkait peranannya dalam pemilihan kepala desa10

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian mengenai peranan jawara dalam Pemilihan kepala desa di desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Tahun 2005) yaitu memberikan umpan balik (feedback) kepada pemerintah dalam rangka penguatan lembaga pemerintah untuk mengurangi dominasi jawara dalam pemerintahan khususnya di Provinsi Banten

1.6  Sistematika Penulisan

 Penulisan proposal penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II DESKRIPSI TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Pemerintahan Desai, kepemimpinan, Patron Klien, Interaksi Sosial, Kedudukan Sosial, Jawara, Peranan Jawara dan Krangka Berpikir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Gambaran Umum desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Deskripsi Data, Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai; kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.
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